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TENTANG

~ | PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BUPATI TEGAL,

Menimbang :  a beahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Mengingat
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feiah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 dan Perahiran
Deerah Nomor 23 Tahun 2001 serta teleh diundangken

dalam Lembaran Daersh Kabupaten Tegal Tahun 2001

Nomor 03 dan Lembaran Drerch Kabupaton Tegal Tahun
2001 Nomor 46 ;

bahwa dengan telah dei@rmya Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 fentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Afas
Peraturan Deerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001
terttang Pembsentukan Organisasi Lembaga Teknis Daereh
periu disesualkan ; '

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut peﬂu_diabur kemball

dengan Peraturan Daerah ;

.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tertang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negera Tahun 1874 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1996 tfentang
Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

80, TambahanLembmmNmmNomM),

Undang-uMmNomZ‘éTm1mmm
KemmnAnmPemeﬂmnPtmtdeuemh(Lemm
Negara Tahun 1929 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) ;

. Undang-undmﬂomorﬂTahun 1289 tonteang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690) ;

. Peraturan - Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang

Perubahan Bates M!hyah Kotamadya Daerah Tingkat #
TogddeabupahnDamahﬂmkatﬂTmla.m
Negara’l‘ahun‘lQBBNomorB TambaranembaranNmm
Nomor 3408);

.PeraﬂaranPemaﬂnuhhbnwrstahunmmw

Kew&nangan Pemesintah dan Kewenangan Propinsi Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

~ Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara
TahunZOO‘.BNom“ TanmaanmmmgamNomor
4262) ;

.Kepummnmﬂaﬂbalamﬂmduomormﬁmm%m

mgrmmmmmmmmm

Produk Hukum Daerah ;

PemturanDamhKabupabnTogalNomozTahunzoos
bﬂhngKemngaanbupmnTegal(LembamnDa«ah
KabupabnTagale\unmmwﬂ),
PmmemhKammelNommnhunm
tontang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(LambamnDaemhKabumeogalTahmMNm
13);
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAK!LAN RNC\’AT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN ;.

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEM-

BENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB}
KETENTUAN UMUM

- Pasgali

Dalam Peraturan Daerah inf, yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beaarta Perangkat Daerah Ohnom m fain
sebagai Badan Eksekutif Daerah ; ‘

Bupati adalah Bupaﬁ Tegat

Lembaga T&kms Daerah adalah unsur pelaksana tugas terterntu yang karena
slfahyatidakmrcakupoleh Selxetariat Daerah dan Dinas Daerah, yang selanjutnya
disebut Lambaga Tekms

. Kepaia Lambaga Teknis adaiah Pajabat yang diberi tugas untuk memimpin Badan

dan atau Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
mwsmmbae:ah.yangselanjumya disebut Kepala ;

Desantralisasi adatah penyerahan wewenang pemerintahan olah Pemerintah kepada
Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesta ;

. Unit:Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis yang.

selanjutnya disebut UPT ;

Jabetan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan fugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Mageri Sipli dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

Elperda-sot-reAPurda-1emtek. dos
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PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!

 Pasal2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Tekms

(2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud ayat ¢} Pasal ini adalah :
1. Badan Perencanaan Daerah

Badan Pengawas Daerah

Badan Kepegawaian Daerah ;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan., B

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipli ; . _

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kantor Pengelolaan Pasar;

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

.‘99":‘"99’:’*9‘.”

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dipimpin oleh seorang
Kepala vang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Bupau melalul
Sekretaris Daerah.

(2) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena

| siatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. :

(3) Datam menyelenggamkan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Lambaga
- Teknis mempunyal fungsi : _

a. perumusan kebljakan teknis ses'uai dengan Iingkup tugasnya :

b. penunjang penyolenggaraan pemerintahan Daerah. o :

(4) Pada Lembaga Teknis: dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebag;an lugas
Lembaga Teknis yang mempunyai wilayah keua satu atau beberapa Kecamahn

(5) UPT sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ind, dipimpin oleh seorang Kamh y'ahg

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kaepala Lembaga Teknis dan
-secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. -

E\perda-sot-feAPerda-Lamtek dos --Bagian Pertama .........
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Bagian Pertama
Badan Perencanaan Daerah

Pasal 4

(1) Tugas pokok Badan Perencanzan Daerah adalah membantu Bupeti dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan umum Daorah, |
(2) Dalam manyelenngamkan tugas pokok sebagaimm dimaksud awat (1) Pasal ini,
Badan Perencanaan Daerah mempunyar ftmgs:
a. perumusan kebijakan teknis dalam linglup perencanaan, pendalaan penelitian
pengembangan, pemetintah dan sosial -budaya serta perckonomian dan
= prasarana wilayah ; |
b. pelayanan penunjang penyelenggaragn pemerintahan Daerah di bidang
permnaan umum Daerah ; |
¢. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Baglan Kedua
. Badan Pengawas Daerah

Pasal b

'.(1)Tmmmpmgmmmmmmmwm

' yelenggaman pemenntahan Daerah di bidang pengawasan pemerintahan,
keuangaﬁ ‘ekonomi dan pembangunan serta  kesejahloraan sosial dan
kepecawaian '

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Badan Pengawas Deerah, mempunyai fungsi : | |
a. perumusan kebijakan telnis di bidang pengawasan pemerintahan keuangan,

ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan sosial dan kepegawalan

b, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang
 pengawasan ;
c. pengeiolaan urusan ketatausahaan Badan,

p—

E\parda-sot-revPenda-Lemtek.doc
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~ Bagian Ketigﬂ _
Badan Kipegawalan Daerah

Fasal 6

(1) Tuga@ pokok Badan Kepegawalan Daerah adalah membanm Bupat dalem
penyalenggaraan pemetintahan Daersh di bidang pengembangan koseofafteraan
dan mutasi serta dokumentasi dan kedudukan hukum pagawai, |

(2) Dalam menyslenggerakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayet (1) Pasal ini,
Badan Knpegmian Daorah, mmpunym fungsi ;

a. perumussn kabijakan teknis di bidang wngembangan kese]a!mraan dan mutasi

" serta dokumentasi dan kedudulan hukum pegawal ; -

b. pslayanan penunjang penyelenggarean pemerintahan Daoran di bidang
kepegawaian

c. pengeiolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Keampat .
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah -

Pasal 7

(1) Tugas pokck Badan Pengelola Keuonpen dan Aset Daerah edalah membantu
Bupati datam penyélenggaraan pemnarintahan Daerah di  bidang pengelolaan
anggaran, perbendaharaan, akuntanti dan aset Daerah :

(2) Dalam manye!enggarakan tugas pokok sebagaimena dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Badan Peﬂgaloia Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungs:

a. perumusan kebljakan feinis di bidang pengelolaan anqaaran. perbendaharaan,
akuntans} dan aset Dasrah ;

b. pel'ayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah  di bidang
pengelolaarn keuangan dan aset Daerah ;

¢. pengelolaan wusan ketetausahnaan Badan,
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Bagian Kelima
Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan

Pasal 8

(1) Tugas pokok Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan adalah membants
Bupatl dalam penyelenggaraan pemarintahan Daerah di bidang Informasi,
Komunilasi dart Kehumasan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbhagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, mempunyai fungsi .

a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, Komunikasi dan Kehumasan ;

b. pelayanan penun;ang penyclenggaraan pemerintahan Daerah di  bidang
Informasi, Komunikasi dan Kehumasen, |

¢. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Keenam
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 8

(1) Tugas pokek Kantor Kependudukan dan Catatan Sipll adalah membantu Bupati
dalam penyelenggeraan pemerintahan Daerah df bidang Administrast
Kependudukan dan Catatan Sipil. |

(2) Dalam menyslenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipit, mempunyat fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Cataten
Sipil, g , |
b. pelayanan penunjang penyelengarasn pemerintahan Daerah di  bidang

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;

¢. pembinaan Adminisirasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor,

Bagian Ketujuh ........
Etwmm
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Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

(1) Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Perfindungan Masyarakat adalah
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan
bangsa, hubungan antar lombaga dan perfindungan masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyal fungsi :

a. perumusan kebljakan teknis di bidang kesatuan bangsa, hubungan antar
lembaga dan perlindungan masyarakat ;

b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan
bangsa dan perlindungan masyarakat ;

¢. pembinaan terhadap UPT di bidang kesatuan bangsa dan periindungan
masyarakat ;

d. pengeloiaan urusan ketatausahaan Kantor.

Bagian Kedelapan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 11

(1) Tugas pokok Kantor Pengelolaan Pasar adalah membantu Bupeti dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pasar,

(2) Dalam menyebnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Kantor Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi :

a. parumusan kebljakan teknis di bidang pengelolaan pasar ;

b. pe!ayanan penunjang penyelenggamn pemerintahan Daerah di bidang
pengelolaan pasar ;

c. pembinaan terhadap UPT di bidang pehgélolaan pasar ;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Bagian Kesembilan

......

E\porda-sotreviParda.Lemtek.doc
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Bagian Kesembilan
Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 12

(2) Tugas pokok Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah membantu Bupet
dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang transmigrasi dan tenaga
(b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mempunyal fungsi : o
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
D b pelayanan penunjang penyelenggarsan pemerintahan Dasrah di bidang
Transmigrasi dan Tenaga Ketja ; :
¢ pembinaan terhadap UPT di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
pengai&aan urusan ketatausahaan Kantor.

BAB lit
SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 13

(1) Lembaga Teknis berbentuk Badan dan Kantor.

(2) Badan terdiri dari Kepata, Baglan Tata Usaha, Bidang dan UPT.

(3) Bagian Tata Usaha terdiri darl Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang,

(4) Kantor terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT.

(5) Pada Lembaga Teknis dapat ditempatkan Pegawai Negerl Sipll dalam Jabatan
Fungsional sesual dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku, yang
membantu Kepala Badan dan Kepala Kantor.

Pasal12.........

Eparda-sot-reviPerda-Lemtek doc
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Pasal 14

(1) Bagian Tata Usaha pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(3) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepaia. |

(4) Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

'(awmmmmmxmmmmmammm
bertanggung jawab kepada Kepala.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dipimpin oleh seorang tenaga fungslonal
senior sebagai Ketua Kelompok dan bertnnggung jawab kepada Kepala,

Pasal 16

(1) Sub Baglan Tata Usaha pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan Tata
Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(3)UPTpadaKantordiplmpino!ehseorangKapalaUPTyangbemdadibawahdan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senilor sebagal Ketua Kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor.

~ Baglan Pertama
Badan Perencanaan Daerah

Pasal16

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

E\parda-sol-reviParda.Lemiek doc
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c. Bidang. terdiri dari :
1. Bidang Pendataan dan Penelitian Pengembangan terdirl darl 2 (dua) Sub
Bidang, yaitu : |
1.a. Sub Bidang Pendataan ;
1.b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan.
2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang,
yaitu : |
2.a. Sub Bidang Pemerintahan ;
2.b. Sub Bidang Soslal Budaya.
3. Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah, terdirl darl 2 (dua) Sub Bidang,
yaity : '
3 a. Sub Bidang Perekonomian ;
3.b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
~ d. Kelompok Jabatan Fungsional ; :
(2) Bagan Orgenisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, tecantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. '

Bagian Kedua
Badan Pengawas Daerah

Pasal 17

-{1) Susunan organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :
& Kepala; |
b. Bagian Tata Usaha, terdir dari -
1. Sub Baglan Umum dan Keuangan ;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluast dan Pelaporan,
c. Bidang, terdir dari :
1. Bidang Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, vaitu :
1.a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Agraria ;
1.b. Sub Bidang Pemerintahan Desa.
2. Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Sub
Bidang, yaitu :
2.a. Sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah ;
2.b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan. -

E:\perda-sol-reAPerda-Lembeic.doc
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3. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepegawaian, iaerdiri dari 2 (dua) Sub
Bwang. yaitu : :
3.a. Sub Bidang Kesejahteraan Soslal ;
3.b. Sub Bidang Kepegawaian.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
(2) Bagan Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, tecantum dalam Lampiran !l dan merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari
Pereturan Daerah inl.

~ Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 18

R

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawalan Daerah, terdiri dari :
a. Kepaia;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
4. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang, terdiri dati : .
1. Bidang Pengembangan dan Kesejahtoraan Pogawai tardlr! dari 2 (dua) Sub
Bidang, yaitu :
1.a. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai ;
1.b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan,
2. Bidang Mutasi Pegawal, terdiri dari 2 (dua) Sub Bldarlg. yaitu ; , _
2.a.Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan, Kepangkaten dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
2.b. Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan.
3. Bidang Dokumentasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub
Bidang, yaltu ;
3.a. Sub Bidang Pengolahan, Penyimpanan dan Penyajian Data Pegawai ;
3.b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ; -
(2) Bagan Organisasi Badan Kepegawalan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, tecantum dalam Lampiran Hl dan merupakan bagian yang tidak
- terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempet .......

E\perda-sot-reiPerda-l.entek.doc
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‘Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 19

(1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari
a. Kepala; |
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Anggaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
1.2. Sub Bidang Belanja Daerah ;
1.b. Sub Bidang Pendapatan Daerah.
2. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
2.a, Sub Bidang Pelayanan Beban Tetap ;
2.b. Sub Bidang Pelayanan Pengisian Kas.
3. . Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari 2 (dua) SubBidang yaitu :
3.a. Sub Bidang Akuntansi ;
3.b. Sub Bidang Aset Daerah,
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, tecantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

_ Bagian kelima
Badan informasi, Komunikasi dan Kehumasan

Pasal 20

(1) Susunan organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan.

E:\parda-sot-reviParda-Lemivk.doc
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_ Bidang, terdiidari: | ‘ N
) 1. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dan 2 (dua) Sub Bidang, yaitu .
1.a. Sub Bidang Pengotahan Data Elektronik ;

1.b. Sub Bidang Pelayanan Data dan Telematika.
2. Blkiang Kehumasan, torditi dari 2 (dua) Sub Bidang, yaltu :
2 a. Sub Bidang Pemberitaan dan Dokumentast ;

2.b. Sub Bidang Pemberdayaan Media Massa.

3, Bidang Kearsipan, sordiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

3.a. Sub Bidang Pengolahan Arsip ;
3.b. Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan.
d. Kolompok Jabatan Fungslonal ; |
e. UPT, tordiri dari : .
4. RSPD;

2. Arsip Daerah. -
(2) Bagan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini, tecantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |

Bagian Keenam
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 21

(1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdir deri -
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha :
c. Seksl, terdiri dari :
1. Seksi Administrasi Kependudukan :
2. Seks; Catatan Sipil ;
3. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
@ P |
} :;:a; ;);zllsia: m Kepqnduduhn dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
\ m dalam Lampiran Vi dan merupakan '
terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini. Peoln yang ek

E:WM\APQM* : . |
o , Bagian Ketujuh .........
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. Bagian Ketujuh .
Kantor Kesaman Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

'~ Pasal 22

(1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri
. dai: | | | |
a. Kepala;, -
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi, terdiri dari 3 (iga) Seksi, yartu
1. Seksi Kesatuan Bangsa
2. Seoksi Hubungan Antar Lembaga ;
3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
(2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tecantum dalam Lampiran Vil dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, tardiri dari :
a. Kepala: I |
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
¢ Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaltu :
1. Seksi Pendapatan Pasar ;
2. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan ;
3. Seksi Sarana dan Prasarané Pasar.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. UPT, Pasar Daerah.
(2) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sobagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, tammtum dalam Lampiran- Vil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesémbilan arsasaen

E'\pends-got-reviPerda-Lemtsk.doc
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~ Bagian Kesembilan
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi . -

Pasal 24

(1) Susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiridari:
a. Kepala; o
b. SubBagian Tata Usaha ;
c. Seksi, tordiri dari 3 (tige) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakeqaan, '
2. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ;
3. Seksi Transmigrasi. o
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. UPT, Balai Latihan Kerja.
(2) Bagan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmlgrasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, tecantum dalam Lampiran IX dan mefupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat — pejabat yang menduduid jabatan eselon |l, ill, dan IV, pada saat berlakunya
Peraturan Daerah inl, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan
sesuai dengan ketentuan yang. berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru
berdasarkan Perawan Daerah ini.

BABV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

(N Penjabaran Tuges dan Fungsi Kepala, Baglan Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian

 Tata Usaha Sub Bidang den Seksi serta Tatakerja Badan dan Kantor akan diatur
lebih tanjut dengan Keputusan Bupati,

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis dletetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang
berlaku, : :

E:\perda-sot-reviPerda-Lemtek.doc
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Pemuran Daerah inf, maka Peratutan Daefah Kabupﬁan Tegal
Nomor. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lernbaga Teknis Daerah dan
" Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 temang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Qrgani‘s.asi Lembaga Teknis Daerah, dinyataknn tidak berlaku lagl, kecuali ketentuan
* yang mengatur Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soeselo dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan tetap beriaku
_sampal dengan disahkannya Peraturan Daarah baru yang mengatur kedua lembaga
torsebut. .

ﬁﬁal 28
Poraturan Daerah ini mulal beriaku pada tanggal dlundanglmn

'Agar setiap orang dapét mmetahulnyﬂ. memerlntahkm pengundangan Peraturan
_- -Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daetah Kabupaten Tegal.. -

Disahkan  di Stawi
pada tanggal 14 Agustus 2004

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 15 Agustus 2004 |

/lll:i S4B ..L LY A .
Pemhina Uiama Muda
" NIP. 500 078 252 '

'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 28
E:\perda-sot-reiParda-Lemtsk.doc



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS! LEMBAGA TEKNIS DAERAH

. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah disahkan
Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001
dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 serta telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 03 dan Lembaren Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 46,

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasli Perangkat Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Telnis Daersh dan Peraturan Daerah Kabupaten Tagal Nomor 23 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Dasrah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun

2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu di
sasyaikan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut periu diatur kemhatl dengan
Peramran Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

‘Pasal1 s/d Pasal 26 : Cukup jelas,



BAGAN ORGANISASI | Lampiran| vo_g.:m.s Daerah Kabupaten .u.om.n_ R

~ BADAN PERENCANAAN Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
B | DAERAH . . . : | _..o.suami._.mxam Daerah .
KEPALA
BAGIAN TATA UShHA

—

—RETOVPORIRSATAR]  [—HIDANG ——BIOANG EERET] |
| FUNGSIONAL_ PENDATAAN DAN PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN
y | CpengumiaN . | | oansosiLBupava | DAN PRASARANA
| PENGEMBANGAN | | _ WILAVAH
PENDATARN - PEMERINTAHAN [ Perexonoman |
PENGENBANGAN | BOAVA | WILAYH

BYPATI TEGAL,

s



BAGAN ORGANISASI Lampiranil :  Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

BADAN PENGAWAS DAERAH Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
| Lembega Teknis Daerah ‘
>>>>>>>
BAGIAN TATA USAHA
. I
UMUM DAN
_ KEUANGAN _
—RECOMPORIREATAN BN — IR R}
FUNGSION, KEUANGAN, KESEJAHTERAAN
= PEMERINTAHAN _ _umm%zoz.gz SOSIAL DAN
_ L PEMBANGUNAN ] L KERECAARN -
U EANG | —EU8 BIARG R T .
PEMERINTAHAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN
LAUM DAN ASET DAERAH SOSIA
AGRARIA
B SO SRS e RS
PEMERINTAHAN EXONOM! DAN
DESA PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN




BAGAN ORGANISAS! . Lampiran il :  Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
_ BADAN _ Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan can_.._g

KERPEGAWAIAN U}mmb.z , A Lembaga Teknis Daerah
KEPALA
BAGIAN TATA UBAHA
|
SUB BAGIAN
UMUM
~RECOHPOK TAERTAN SEANG ARG
Ez@% PENGEMBANGAN MUTASI
DAN xmmm.iﬂmg PEGAWAI
L
BUE BIDANG SUR BIDANG
FORMASE PRIAWA PENGADAMNPE NGANG
& KESZ INHTERAMN KATANXEPANGKATAN
PG & PEVBER TN g |
SUB EORNG : TUB BOANG
PENDIDIAN PEMINDAMAN &
DAN LATHAN PENGANGKATAN
L. Do amaran




BAGAN ORGANISASH Lampiran IV . Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

BADAN PENGELOLA ‘ Nornor 17 Tatwin 2004 tentang Pemberitkan Organisasi
KEUANGAN DAN ASET DAERAM . E Lembage Tsknis Daarah
| KepALA
BAGIAN TATA USAHA
_ . UMUM KEUANGAN _
—RETSRRON JREATAN ] A BIOANS O]
FUNGSIONAL . ‘ AKUNTANS! DAN
. | ANGGARAN. PERBENODAHARAAN ASET DAERAH
R | —T Rrama—
: OB BIANG ™ SO BIORNG ™ S BTN
BELANJA PELAYANAN
DAERAH BEEAN AKUNTANSH
. PENDAPATAN PELAYANAN | . |
DABRAH PENGISIAN ASET DAERAH




- BAGAN ORGANISASI o LempiranV :  Peraturan Daerah Kabupaten Togal

BADAN INFORMAS!I, . . _ Nomer 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN | Lembaga Teknis Dasrah ,
KEPALA
BALIAN .ﬂ)ﬁ) USAMHA |
_ I
f |
SUB BAGIAN . SUB BAGIAN
LMUN KELANGAN
...nmnmc:n%qﬁgl _Iﬂwzm.mmﬁ B AR " IR
I%Er DATA » KEHUMASAN KEARGIPAN
— SRR AR S EART—
PENGOLAMAN PEMBERITAAN PENGOLAMAN
DATA DAN ARSIP
|_memonic | | DOKUMENTAS)
PELAYANAN gg“; PENYIMPANAN
DATA DAN MEDIA MASSA TAN
| TELEMATIRA _ |_pEMELBARAN

UPT

1.RSPD;
2. ARSI DARRAH




Lampiran Vi .  Peraturan Daerah Kabupsten Tegsl

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN Nomor 17 Tehun 2004 tentang Pembentulan Organisasi
DAN CATATAN SIPIL Lembaga Teknis Daerah .
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
~KELOMPOK JABATAN | SEKSI SEKS mrﬁ
FUNGBIONAL ADMINISTRAS) CATATAN PENGOLAHAN DATA
N ~ KEPENDUDUKAN SiPIL ‘DAN DOKUMENTASH

-



BAGAN ORGANISASI ‘ Lampiran VIl Peratuven Dasrah Kabupaten Tegel
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pernbantukan Organises

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN ,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lembage Teinis Daersh
KEPALA

SUB BAGIAN
TATA USAHA

" RELOMPOK JABATAN | "SEKS! SEKS) mWM

1o KESATUAN HUBUNGAN PERLINDUNGAN
BANGSA . ANTAR LEMBAGA MASYARAKAT




BAGAN ORGANISASI  LampiranVill  :  Pemufuren Deersh Kabupaten Tegel |
zgﬁdqggggv%gﬂa

KANTOR PENGELOLAAN PASAR
_ Lembags Teiris Daersh

. KEPALA
SUB BAGIAN
. YATAUBAHA |
(RECGMPOK JABATAN] SERST SERE SERS)
FUNGSIONAL PENDAPATAN : KEAMANAN, . SARANADAN
T 1 ] PASAR KETERTIRAN DAN PRASARANA PASAR
KEBERSIHAN
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